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ABSTRAK

IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
KEBUUAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS
OLEH PEMERINTAH
(Studi tentang Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
atas Gabah dan Beras di Kabupaten Kotawaringin Timur)

Wiwik Herawati
Universitas Terbuka
wiwikherawatipradisti@gmail.com

KataKunci : Implementasi, HPP, Gabah, Beras

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan. daft” menganalisis secara
komprehensif tentang : 1) proses implementasi-) Kebijakan harga pembelian
pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin ‘Timur; 2) peran aktor dalam
implementasi kebijakan harga pembelian » pemerintah (HPP) di Kabupaten
Kotawaringin Timur; 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi
kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengambilan data dilaksanakan
dengan melakukan  pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi
(pencatatan), dengan teknik pengambilan data secara snowball sampling.

Hasil Penelitian ini nienurijukkan bahwa implementasi kebijakan HPP sudah
dilaksanakan, tetapi beluri Joptifmal. Terdapat perbedaan persepsi tentang HPP di
lapangan. Besaran harga, PP berbeda jauh dengan harga di pasaran. Peran aktor
utama dipegang oléh"BULOG sebagai pelaksana tunggal yang ditunjuk oleh
pemerintah. Peranpemerintah daerah melalui dinas terkait (DP3KP) sebagai
fasilitator bagi_Kemitraan petani dan BULOG, dan lebih terfokus pada pembinaan
peningkatan “produksi, panen dan pasca panen. Faktor pendukung implementasi
kebijakan HPP meliputi ketersediaan dana yang memadai untuk pengadaan beras,
komitmen pihak BULOG dalam penyerapan beras petani, serta koordinasi dan
kerjasama antar pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat, diantaranya adalah
kurangnya SDM dan sarana prasarana, SOP yang terkesan rumit untuk ukuran petani
sehingga belum ada petani yang menjadi mitra langsung BULOG.

Dari hasil temuan tersebut diharapkan bahwa besaran HPP perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Peningkatan kualitas dan jumlah SDM
perlu segera direalisasikan, begitu juga dengan sarana prasarana panen dan pasca
panen. Serta standar operasional prosedur (SOP) mitra BULOG perlu
disederhanakan, sehingga dapat diterapkan oleh petani.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti meninjau beberapa penelitidn/sébelumnya dengan pokok
bahasan yang kurang lebih sama.(Rujukan penelitian terdahulu ini
diharapkan dapat membantu peneliti dalam membentuk koridor berpikir
yang sama. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan

sebagai bahan rujukan penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Erizal Jamal, dkk (2006) dengan
judul Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah. Temuan dari
penclitian ini menunjukkan bahwa kondisi spesifik wilayah sangat
mewarnai efekiifitas dari HPP, sehingga penentuan kebijakan yang
scragam secara nasional sangat tidak dianjurkan. Sementara untuk
menjaga stabilitas harga di tingkat petani, berbagai inisiatif lokal yang ada
(Pokja pasca panen bantul dan Kemitraan Sidrap) ternyata lebih efektif
dari lembaga bentukan pusat (LUEP dan BULOG). Penelitian Jamal ini
lebih terfokus pada analisis terhadap penentuan HPP (tahap formulasi

kebijakan).

20
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Penelitian kedua dilakukan oleh Sembiring dkk (2010), dengan
Judul Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani : Kinerja
dan Perspektif Ke Depan. Dalam penelitiannya, Sembiring menganalisis
kinerja dan perspektif ke depan implementasi kebijakan perberasan dalam
Instruksi Presiden terhadap petani. Penelitian ini dilakukan pada 30 orang
kontak tani yang ditentukan secara purposive sampling pada enam desa
sentra produksi padi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sembiring,/-dkk” memfokuskan
penelitian pada kinerja kebijakan secara umim,baik kebijakan non harga
maupun kebijakan harga. Rekomenddsi‘yang diberikan dalam bentuk
kebijakan strategis yang perlu dipethatikan oleh pemerintah adalah: 1)
membangun dan memperbaiki _jaringan irigasi, 2) mengawasi distribusi
pupuk bersubsidi 3) membeli langsung gabah petani, 4) menaikkan harga
pembelian pemérintah;, 5) mendorong peningkatan kinerja penyuluh
pertanian lapangdn, dan 6) memberikan bantuan benih unggul kepada

petani-25.kg per hektar.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohamad
Husein Sawit (2011) dengan Judul Reformasi Kebijakan Harga
Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Hasil
penelitian sawit dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga pembelian
pemerintah (HPP) dengan kualitas tunggal yang diterapkan selama 41
tahun berdampak negative terhadap daya saing gabah/beras nasional.

Disarankan agar pemerintah segera mengoreksi kebijakan HPP beras dari
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kualitas tunggal menjadi multikualitas. Sawit lebih memfokuskan dampak

HPP terhadap peningkatan kualitas beras.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh
Mohamad Maulana (2012) dengan Judul Prospek Implementasi
Kebijakan harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah
dan Beras di Indonesia. Maulana melakukan penelitian dengan
pendekatan kualitatif dalam upaya mendeskripsikan kebijakan HPP gabah
dan beras yang telah ditempuh oleh pemerintah yang.selama ini mengacu
pada satu kualitas dan prospek altematiye, Kebijakan HPP multikualitas
gabah dan beras pada masa yang dkan datang. Dari pendekatan yang
dilakukan, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kualitas
tunggal yang selama ini’ diterapkan memang telah mampu melindungi
petani dari kejatuhafi harga di beberapa wilayah di Indonesia. Akan tetapi
masih belum/matmpu untuk meningkatkan kualitas gabah dan beras yang

dihasilkan petani.

Beberapa penelitian di atas yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan harga pembelian pemerintah pada umumnya dilakukan di Pulau
Jawa dan Sumatera yang mempunyai karakteristik masyarakat petani yang
memiliki pola usaha tani yang sudah mapan. Pertumbuhan pembangunan
pertanian di kawasan tersebut sudah maju dengan sumber daya manusia
dan sarana prasarana yang tercukupi baik jumlah maupun kualitasnya.
Peneliti disini akan mencari dan menguak fakta yang ada di Propinsi

Kalimantan Tengah, Khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan
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kondisi pertanian yang masih dalam tahap pertumbuhan dan
pengembangan serta dengan keterbatasan sumber daya manusia serta .
sarana prasarana yang ada. Karakteristik sumber daya alam juga
mempun];rai karakteristik yang berbeda, dengan lahan gambut yang
diupayakan untuk tanaman padi memerlukan usaha ekstra agar dapat -

mencapai produksi yang diinginkan.
2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan pilihan pemerifitah “untuk melakukan
ataupun tidak melakukan suatu ketika mienghadapi suatu permasalahan.
Ruang lingkup kebijakan sangat lués, kafena mencakup berbagai sektor
pembangunan. Adapun dalam “pelaksanaannya, suatu kebijakan public
melalui beberapa tahap,\ vyaifu: formulasi kebijakan, implementasi
kebijakan, analisiskebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Menurtt’ Goés (2010) Kebijakan secara umum dapat dibedakan
dalam tiga tingkatan, yaitu :
a)Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau

pefunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat
negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang
bersangkutan.

b) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang
pelaksanaan suatu undang-undang.

¢) Kebijakan teknmis, kebijakan operasional yang berada di bawah
kebijakan pelaksanaan.

Menurut Hakim (2010) bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari
keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang

menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
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pemerintah sebagian disebabkan kegagalan birokrasi dalam memberikan
pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

Menurut Widodo (2008) kebijakan dibuat bukannya tanpa maksud
dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk
memecahkan masalahpublik yang tumbuh kembang di masyarakat.
Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh
karena itu tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu
kebijakan public. Hanya masatah public yang dapat'menggerakkan orang
banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi, yang bisa menghasilkan
sebuah kebijakan public.

Selanjutnya Dye (2004) menjelaskan bahwa Kebijakan Publik
merupakan apa saja yang dipilih el¢h pemerintah untuk dilakukan ataupun
untuk tidak dilakukan_(Wwhatever government choose to do or not to do).
Dalam pengertiari ini pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya
dilakukan oleh\pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak
dilakukan'oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah
itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti
halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Dari berbagai macam definisi (public policy), seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan
public pada hakekatnya merupakan serangkaian tindakan yang diterapkan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh masyarakat.
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Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi kebijakan
adalah seperti diungkapkan oleh Jones (1996), dimana implementasi
diartikan sebagai “getting the job done” dan “doing it” tetapi dibalik
kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan
mudah, namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain :
adanya pelaksana, uang, dan kemampuan organisasi atau sering disebut
sebagai resources. Jones merumuskan batasan implementasi sebagai
proses penerimaan sumber daya tambahan.

Goggin, et.al. (1990) mengapggap implementasi sebagai suatu
proses yang dinamis untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan
dengan kebijakan dan menyusun‘kembali kebijakan tersebut. Sedangkan
menurut Wahab (1991)implementasi adalah suatu proses interaksi antara
suatu perangkap fujtizn dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk
mencapai tujbaft’” tersebut. Namun realitasnya menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan public cenderung dipahami sebagai suatu rutinitas
yang’ sering dibicarakan tapi jarang dipelajari dan diteliti sehingga
menimbulkan banyak problema, tidak berhasil mencapai tujuan, dan
sasaran yang diharapkan tidak didapat.

Menurut Winarmo (2005) mendefinisikan Implementasi Kebijakan
Publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-
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usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan
kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya Wahab (1997) mengatakan bahwa pelaksanaan
kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa
impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi-dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan. Sementara itu Hogérwerf (1983) menegaskan
bahwa agar suatu kebijakan dapat menibefikan hasil yang diharapkan,
maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Agar dalam pelaksanaannya
dapat lebih terarah tentunyatdiperlukan tindakan-tindakan serta sarana-
sarana yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada pengértian yang steril, pembuatan kebijakan di satu pihak
merupakan proses’yang memiliki logika botfom up, dalam arti proses ini
diawali~dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntutan
lingkungan lalu diikuti dengan pencarian alternative cara pemenuhannya.
Sebaliknya, Implementasi Kebijakan, di pihak lain pada dirinya sendiri
mengandung logika fop down menurunkan alternative kebijakan yang
abstrak atau makro menjadi tindakan-tindakan yang konkrit dan mikro
(Wibawa, 1994).

Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses kegiatan

administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41598 pf

Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi
kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down,
maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif-alternatif yang masih
abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat kongkrit atau mikro.
Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti
proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publikatau
pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan
pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk
ditetapkan. (tesisdesertasi.blogspot, 2010).

Berdasarkan pengertian-pengértian ~ diatas, secara sederhana
implementasi kebijakan dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan
tidak lahir dengan sendiririya.mnélainkan berangkat dari konsep kebijakan
Publik (public policy), Implementasi kebijakan (policy implementation)
merupakan prdses-lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap
formulasi \ditétapkan strategi, sumber-sumber kebijakan dan tujuan
kebijakan,  sedangkan tindakan (action) untuk mencapai tujuan
disélenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.

Setiap kebijakan  yang diimplementasikan ~ sudah tentu
menimbulkan dampak. Menurut Islamy (2000) ketidakberhasilan suatu
kebijakan untuk mencapai tujuan dan banyaknya kebijakan yang
memperoleh / mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan dan
disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, sehingga dampak yang
diharapkan tidak tercapai.
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implementasi kebijakan dilaksanakan disebut perencanaan kebijakan yang

merupakan formulasi kebijakan atau tahapan dalam pembuatan kebijakan.
Menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi kebijakan

ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan

(content of implementation). 1de dasamya adalah bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Adapun isi

kebijakan (content of policy) mencakup :

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;

Jenis manfaat yang dihasilkan;

Derajat perubahan yang diinginkan;

Kedudukan pembuat kebijakan;

Siapa pelaksana program;
Sumber daya yang dikerahkan,

e Aae o P

Sedangkan lingkungan kebijakar( (content of implementation) mencakup :
a. Kekuasaan, kepentifigaii dan strategi aktor yang terlibat;

b. Karakteristik lembaga‘dan penguasa;
¢. Kepatuhan dan.dayatanggap.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang
luas, \merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

(BudiWinarno, 2002).

Teori implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan top
down, diantaranya yang dikemukakan George C Edwarrds III, Van Meter

dan Carl E Van Hom.
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No. Teori Variabel Keterangan .
1. George C Komunikasi Tujuan dan sasaran kebijakan harus
Edwards 111 ditransmisikan / komunikasikan kepada
kelompok sasaran
Sumberdaya Sumberdaya dapat berupa financial,
sumber daya manusia maupun sarana
prasarana
Disposisi Persamaan persepsi, sikap, atau
perspektif dengan pembuat kebijakan
Struktur Aspek struktur yang berpengaruh adalah
Birokrasi SOP (standard operatiopal procedure)
2. Donald Van | Standard dan Harus jelas dan terukur sehingga dapat
Meter dan Sasaran dianalisis
Carl E van | Kebijakan
Hom
Sumberdaya Sumber daya manusia dan non manusia
Hubungan antar (|.Palam implementasi perlu kerjasama /
organisasi koordinasi antar instansi
Karakteristik Mencakup norma-norma, struktur
agen peldksana | birokrasi yang mempengaruhi
implementasi
Kendisi sosial, Sumber daya ekonomi lingkungan yang
ekonomi, dan mampu mendukung implementasi
politik kebijakan
Disposisi Mencakup tiga hal penting : respon
implementer implementor terhadap kebijakan,
pemahaman terhadap kebijakan, dan
intensitas disposisi implementor.

Sumber : Subarsono, 2011

Tabel 2.1 Variabel Impiementasi Kebijakan berdasarkan teori George C
Edwards 111 dan Donald Van Meter dan Carl E Van Horn.

Faktor utama dalam pendekatan top down adalah menekankan
pada pelaksanaan kebijakan untuk mengefektifkan suatu pekerjaan.
Dimana proses kebijakan merupakan rangkaian perintah dari pimpinan
untuk melaksanakan birokrasi.
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Danie! Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan model

implementasi kebijakan bersifat bottom up, sebagai berikut:

D. Mazmanian dan | Karakteristik | Mudah / tidaknya masalah dikendalikan,

P.A. Sabatier masalah mencakup:

1. Kesulitan teknis

2. Keragaman kelompok sasaran
3. Prosentase kelompok sasaran

disbanding jumiah populasi
4, Ruang lingkup perubahan perilaku
yang diinginkan
Karakteristik | Kemampuan kebijakan untuk
Kebijakan menstrukturkan _ preses” implementasi,
mencakup:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan

2. Dukungan teori kausal yang
memadai

3. “Ketepatan alokasi sumber daya

4. Keterpaduan hierarki dalam dan
diantara lembaga pelaksana

5. Aturan-aturan keputusan dari badan
pelaksana

6. Rekruitmen pejabat pelaksana

7. Akses formal pihak luar

Iipgkungan | Variabel lingkungan yang mempengaruhi
proses implementasi mencakup:
1. Kondisi sosio-ekonomi dan
teknologi
2. Dukungan public
3. Sikap dan sumber-sumber yang
dimiliki kelompok pemilih
4. Dukungan dari pejabat atasan
5. Komitmen dan keterampilan
kepemimpinan pejabat-pejabat
pelaksana

Sumber : Subarsono, 2011

Tabel 2.2 Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan
P.A.Sabatier
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Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
Negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood

dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana
tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai.

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu

hubungan kausalitas yang handal.
. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya\sedikit mata rantai
penghubungnnya.
Hubungan saling ketergantungan kecil.

. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

. Tugas-tugas diperinci dan ditempatKazi dalam urutan yang tepat.
Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
Pihak-pihak yang memiliki #Wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan  kepatuhan_ yang  sempurna.  (Solichin Abdul
Wahab,1997:71-78).

o

e Y R

Menurut Teari-Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter
dan Horn yang(dikatip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung
implementasi kebijakan yaitu:

a) “Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu
program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur
karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan
bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b) Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau
perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar
implementasi yang efektif.

(¢c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan
komunikasi antar para petaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana
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Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur
birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi
keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-
badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

() Kecenderungan para pelaksana
Intensitas  kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana
kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan
(Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan
dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi-dittjukan dan harus
dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yadg'berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson yang-dikutip oleh Bambang Sunggono,

masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan public

dikarenakan:

1) Respek anggota. masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan badan-baidan pemerintah;

2) Adanya kegddatan untuk menerima kebijakan;

3) Adanya (keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,
konstitusional, dan dibuat olch para pejabat pemerintah yang
berwenaltig melalui prosedur yang ditetapkan;

4) Sikapmenerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan
1tu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

5)“Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak
melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan menurut Bambang
Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor
penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup
terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-
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program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari
kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan
diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-
kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari
timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat
terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber
daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu,
biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para
pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang
perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya
dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalriya akibat adanya
gangguan komunikasi.

c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akén-sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup”dukungan untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi
suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi
diantarapara pelaku yang t¢rlibat dalam implementasi. Dalam hal
ini berkaitandengaf diferénsiasi tugas dan wewenang organisasi
pelaksana. SteukKitur ‘organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan
masalah-masalall) apabila pembagian wewenang dan tanggung
jawab kurang.disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai
oleh adanya‘pémbatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang
Sunggono/1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan
yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga
masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang
dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan
anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan
publik, yaitu :

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan
public yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
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b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau
perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran
yang tidak sesuai atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan
keinginan pemerintah;

¢. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat
diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang
bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran”
kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang
dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau
kebijakan publik;

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan)
dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, (Bambang
Sunggono, 1994).

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai
proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana
keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai
maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik
administratif/Proses” politik dapat terlihat melalui proses pengambilan
keputusdn_yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses
administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif
yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang
luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

(BudiWinamo, 2002:102).
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Policy Goals Implementing Activities Outcomes:
Influenced by: —_—
4 a. Impact on society,
; a. Content of Policy individuals, and
Goals » Intersts affected groups
achieved? » Type of benefits b. Chanae and its

: » Extent of change envisioned
i = Site of decision making '
i = Program implementors !
i = Resources committed :
i ;
; Action Programs and b. Context Emplementation ]
; Individual Projects = Power, interests, and strategies !

] Designed and of actors involved ;

! Funded » Institution and regime .

; characteristics i

i ! = Compliance and :

\_‘ ‘.‘. responsiveness ;

R Programs L
Y Delivered as ’f
R ¥ MEASURING SUCCESS ‘

Bagan 2.1 Implemeiitation as a Political and Administrative Process
(Merilee S. Grindle, 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World,

Princeton University Press, New Jersey, p. 11)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang
dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi
kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.
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dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka
melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para
pembuat keputusan awal. Pendelegasian kewenangan secara jelas dan
tegas kepada pelaksana / implementator sangat penting untuk
diperhatikan.
4) Struktur birokrasi.
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan,.baik itu struktur
pemerintah dan juga organisasi-organisasi $wasia (Widodo,2011).
Suatu kebijakan publik akan ménjddi efektif apabila dilaksanakan
dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan
kata lain, tindakan atau perbuatafi’ manusia sebagai anggota masyarakat
harus sesuai dengan_ dpa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.
Sehingga apabila pefilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan
keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan public tidaklah

efektif:
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o~ It

l Commumication |- ?

'Y _ ’ 1

_~ Resource | AN
) '_ [ Implementasion }
Disposition | 7
. ‘a ?
l Burcaucratic | |
| Stucture f
Sumber: Widodo. 2011:107

Bagan 2.2 Model Implemeniasi George C. Edward 111

3. Ketahanan Pangan

Dalam pasdf_pangan, peran pemerintah ada kalanya sengaja

dilakukan untuks nelindungi kepentingan produsen maupun konsumen,

menjamin  stabilitas keamanan atau meningkatkan ketahanan pangan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun keterlibatan pemerintzh dalam

pasar pangan juga disebabkan oleh karena perubahan pada factor eksternal,

sehingga pemerintah memandang perlu untuk terlibat guna penyesuaian

perubahan yang terjadi. (Mardianto, dkk. 2005).

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam

stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik

dan sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama

dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang.
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Ketahanan pangan sendiri menurut literatur memiliki 5 unsur yang
harus dipenuhi :
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu,
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses,
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik,
ekonomi dan sosial,
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi,
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Kebijakan perberasan menurut Sembiring, et al. (2010) pada
dasarnya berkenaan dengan tindakan yang dipilih oleh\ pemerintah untuk
mempengaruhi ekonomi perberasan termasuk tujuan dan’instrument kebijakan
yang dipertimbangkan. Kebijakan perberaSan' fasional bertujuan untuk
peningkatan pendapatan petani, pengembengan ekonomi perdesaan, stabilitas
ekonomi dan ketahanan pangan{ Instrumen kebijakan perberasan nasional
dalam Instruksi Presiden antara lain : (1) penggunaan benih padi unggul
bersertifikat; (2) penggundan pupuk berimbang; (3) rehabilitasi jaringan irigasi
utama; (4) harga’pembelian pemerintah.

Kondisi obyektif di lapangan yang harus dipertimbangkan
pemerintah dalam mengambil keputusan perumusan kebijakan ekonomi beras
seperti yang dikemukakan dalam analisis kebijakan perberasan oleh
Kementrian Pertanian tahun 2010, diantaranya adalah:

a) Kebijakan harga gabah dan beras dipersepsikan oleh masyarakat sebagai
satu-satunya kebijakan pro petani dalam meningkatkan pendapatannya,
padahal kebijakan non harga yang dapat meningkatkan produktivitas dan
efisiensi biaya produksi juga dapat meningkatkan pendapatan petani;

b) Terdapat indikasi adanya kebijakan daerah dalam kerangka kepentingan
yang lebih sempit untuk kepentingan satu daerah (missal : adanya

hambatan bagi mobilitas pangan antar daerah) yang dapat berpengaruh
pada ketahanan pangan nasional;
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¢) Kondisi keuangan negara saat ini yang sangat terbatas menyebabkan
pemerintah tidak dapat lagi leluasa menetapkan kebijakan yang
menghendaki dukungan pendanaan yang besar, termasuk kebijakan harga
gabah-beras.

Pada saat ini berbagai instrument kebijakan digunakan untuk
mengamankan harga gabah dan beras. Instrumen kebijakan tersebut dapat
digolongkan kedalam dua tingkatan yaitu tingkat usahatani dan tingkat pasar.
Di tingkat usahatani, kebijakan yang terpenting adalah berupa subsidi harga
output (jaminan harga dasar), dan subsidi harga input (benih, pupuk,
pestisida), dan subsidi bunga kredit usahatani. Di tirigkat pasar, kebijakan
yang dilaksanakan berupa manajemen stok dan monopoli impor oleh Bulog,
penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indénesia (KLBI) untuk operasionalisasi
pengadaan beras oleh Bulog, kredit pengadaan pangan bagi koperasi (KUD)
dan operasi pasar oleh Bulog saat harga beras tinggi (Mardianto, et al. 2005).

Menurut Manlana, et al. (2011), Dalam upaya mewujudkan
stabilitas harga, galah satu instrumen yang diterapkan adalah kebijakan harga
dasar dan harga maksimum, yang selanjutnya konsep harga dasar disesuaikan
menjadi \, harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah telah
mengimplementasikan kebijakan tunggal HPP gabah -- beras melalui Instruksi
Presiden. Esensi dari penerapan HPP tersebut adalah untuk memberikan
insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga diatas harga
keseimbangan (price market clearing), terutama pada saat panen raya.

Menurut Suwandi (2005) Keberadaan beras sebagai komoditas
penting dalam ekonomi pangan Indonesia tak seorang pun menyangkalnya.

Selain berperan penting sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok (basic
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needs), pola budidayanya yang melibatkan jutaan rumah tangga petani, praktis
membuat fluktuasi harga beras memiliki dampak signifikan terhadap
pergulatan ekonomi masyarakat secara kesuluruhan. Hampir semua kalkulasi
yang berhubungan dengan besaran ekonomi menggunakan beras sebagai titik
pangkalnya. Sebutlah penetapan upah minimum bagi para pekerja di sejumlah
sektor ekonomi yang hingga kini masih juga mempertimbangkan faktor beras.
Alasan rasional dan logis inilah yang kemudian mengilhami pemerintah
(terlepas dari rezim mana pun yang berkuasa), menempatkan harga,
pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan produksi.beras ke dalam tema tema

kebijakan pokok.

B. Kerangka Berpikir

Kebijakan perberasan, yang  dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin
Timur melalui institusiderkait dimaksudkan untuk memberikan subsidi bagi petani
/ masyarakat tani dalant’mengelola usaha taninya berbasis sumber daya lokal, agar
dapat meningkatkan pendapatan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteradn masyarakat. Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2012 memuat tentang kebijakan harga pembelian pemerintah,
baik besaran harga yang ditentukan untuk pembelian gabah dan beras, institusi
yang berwenang melaksanakan pengadaan, serta prosedur pengadaan yang
selanjutnya dijabarkan dalam standar operasional prosedur oleh implementator

tunggal yaitu Perum BULOG.
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Berdasarkan teori George C. Edward 111, kemudian dikembangkan dan
diaplikasikan dalam konteks kebijakan perberasan khususnya kebijakan harga
pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras, dapat dijabarkan sebagi
berikut:

a) Komunikasi

Proses komunikasi melibatkan peran implementator kebijakan (BULOG)

dan obyek kebijakan (petani padi) dalam membina suatu hubungan /

koordinasi dalam pelaksanaan HPP. Pada tingkat-'ini perlu adanya
sosialisasi yang efektif dan kontinyu tentang ‘program kebijakan HPP
kepada petani padi di lapangan (sentrd produksi), serta koordinasi dengan
instansi terkait.

b) Sumber Daya

Pengerahan scgala_stmber daya sangat penting dilakukan, meliputi :

sumber daya rianusia (SDM) petugas-petugas pelaksana program HPP,

dana yang\mefnadai juga harus tersedia dalam upaya penyerapan hasil
parens-teritama pada saat panen raya, serta informasi tentang scgala hal
yang berkaitan dengan harga komoditi dan pemasaran.

¢) Disposisi / Sikap Birokrasi

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini lebih mengarah

pada proses pelayanan yang dilakukan oleh pihak implementator kebijakan

(BULOG) terhadap obyek kebijakan (petani padi). Persamaan persepsi

tentang program HPP sangat penting untuk dilakukan antara pihak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41595 1df

BULOG dan petani. Begitu juga dengan komitmen dari implementator
sebagai bentuk dari sikap birokrasi dalam melaksanakan suatu bentuk
kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Pada tataran ini yang paling berperan adalah penyusunan dan pelaksanaan

standard operational procedure (SOP) baik berupa petunjuk pelaksanaan

maupun petunjuk teknis, yang mudah dipahami dan diterapkan oleh
pelaksana (BULOG) kepada petani dalam penyerapan-hasil panen.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, yang.dijadikan obyck penelitian
ini adalah petani padi dengan komoditi gabsh dan beras yang dihasilkan.
Kebijakan non harga yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif
terhadap produksi padi yang dihasilkan;akan tetapi malah menjadikan boomerang
apabila terjadi over produksi pada'saat panen raya, schingga penawaran tinggi dan
akhirnya berpengaruh derhadap harga komoditi. Dengan adanya kebijakan harga
(HPP), besar harapan-pétani agar produksi yang dihasilkan petani mendapatkan
harga yangdayak dan tercapainya stabilitas harga gabah dan beras.

Kebijakan perberasan yang difokuskan pada kebijakan harga yaitu dengan
penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani agar tidak mendatangkan
kerugian bagi petani terutama pada saat panen raya / produksi tinggi. Setiap
produk tentunya menimbulkan pro dan kontra, serta mempunyai efek samping
dari pencrapannya. Disamping itu ada juga factor-faktor pendukung dan

penghambat dalam setiap pelaksanaan kebijakan harga tersebut.
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Bagan 2.3 Kerangka Berpikir Implementasi HPP

(sumber : diolah peneliti)
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Dengan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti melihat suatu
implementasi kebijakan harga pembelian pemeriniah (HPP) sebagai suatu proses
yang melibatkan beberapa aktor baik secara individu maupun lembaga. Proses
implementasi HPP juga sangat crat kaitannya dengan isi kebijakan yang tertuang
dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012,
yang meliputi besaran nominal harga pembelian gabah dan beras oleh BULOG
dalam pengadaan beras lokal petani. Dalam Inpres tersebut juga tertuang bahwa
Perum BULOG ditunjuk sebagai implementator tunggal.dalam pelaksanaan
pengadaan gabah dan beras, serta prioritas pengadaan gabah dan beras lokal,

schingga dapat mengantisipasi terhadap gejoldk Harga.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Implementasi HPP (Penerapan
Harga Pembelian Pemerintah) gabah dan beras di Kabupaten Kotawaringin
Timur, dengan menggunakan metode penelitian kaalitatif’ (deskriptif). Hal ini
disebabkan penelitian kualitatif tidak memandang suatu realitas dari hal yang
tampak semata melainkan mencoba menggali makna terdalam dari suatu realitas
(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian .ri” segala hal yang berkenaan dengan
pelaksanaan kebijakan perberasan” khususnya penerapan harga pembelian
pemerintah (HPP) sebagal sebuah realita yang tengah berlangsung akan dapat
lebih terungkap secara Jébih mendalam, alamiah dan apa adanya di lapangan.

Dalam_paya untuk mengungkap pelaksanaan kebijakan perberasan ini
dan mendapatkan data yang akurat, maka peneliti melakukan tindakan observasi,
wawancara mendalam dengan atau tanpa instrument (daftar pertanyaan) terhadap
pihak terkait (petani, pedagang, bulog, institusi/dinas terkait), serta mengamati
berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perberasan
tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan dalam
penelitian ini dapat mendiskripsikan kenyataan pelaksanaan / implementasi Harga

Pembelian Pemerintzh (HPP) yang dilakukan institusi terkait dalam

47
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mengakomodasi hasil produksi padi atau gabah dan beras petani di wilayah

Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian tentang Implementasi kebijakan perberasan, khususnya
penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin Timur,
peneliti memfokuskannya pada beberapa hal sebagai berikut:
a. implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah {HPP) gabah dan
beras di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang-dilihat dari: isi kebijakan

(policy content) dan proses implementasi’kebijakan.

b. peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan harga pembelian
pemerintah (HPP) gabah ddn béras'di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang
dilihat dari: peran Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, peran BULOG

selaku BUMN, dan‘peran masyarakat baik petani maupun pedagang;

c. faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan
hatga Jpembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras di Kabupaten
Kotawaringin Timur, yang dilihat dari pelaksanaan pembelian gabah dan

beras serta pemasaran beras lokal yang diproduksi oleh petani setempat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya
di Kecamatan Teluk Sampit Penentuan lokasi di kecamatan ini dengan

pertimbangan bahwa Kecamatan Teluk Sampit merupakan sentra produksi padi
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dengan luas lahan sawah dan produksi paling tinggi di wilayah Kabupaten
Kotawaringin. Dengan kondisi tersebut tentunya di lokasi ini peneliti diharapkan
akan muncul fakta-fakta yang dapat menggambarkan Implementasi kebijakan

harga yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Jenis dan Sumber Data
Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha
memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat.dan dapat menjadi
pegangan akan keakuratan hasil penelitian. Untuk” keperluan tersebut, peneliti
dalam hal ini mengelompokkan dua jenis dats berdasarkan cara memperolchnya,
yaitu :
a. Data Pnmer
Data yang diperoleh ldngsung dari subyek penelitian dengan menggunakan
alat ukur atau alat“pengambilan data pada subyck sebagai sumber
informasi yang/dicari yaitu studi lapangan. Hal ini dilakukan dengan
tujuan-hnfuk memperoleh data yang empiris. Data primer diperoleh
penulis dengan langsung mendatangi lokasi penelitian secara berkala
setiap seminggu dua kali atau berdasarkan kondisi di lapangan, misalnya
pada saat panen, penjemuran, penggilingan atau pengangkutan hasil panen.
Data primer ini juga diperoleh dari pihak terkait, misalnya BULOG dan
Dinas Pertanian. Data diperoleh secara langsung dengan mendatangi lokasi

sesuai dengan keperluan dan waktu yang telah disepakati.
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b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari pihak lain, yaitu data pendukung atau data
pelengkap yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dengan tidak harus
terjun langsung pada obyek penelitian. Salah satu kegunaan data sekunder
ini adalah sebagai penguat dasar analisa teori yang ada hubungannya
dengan topic penelitian. Data ini diperoleh penulis dengan cara mengcopy
laporan evaluasi produksi, laporan tahunan, dan data pengadaan beras oleh
BULOG. Data yang diperoleh dapat berupa hardeopy maupun softcopy

melalui file yang diarsipkan.

Data kualitatif merﬁjuk pada materismateri kasar dan fenomena abstrak
(nilai budaya) yang dikumpulkanteleh-penecliti dari fenomena yang dipelajari.
Data penelitian ini nantinya“akan meliputi materi-materi yang diteliti dengan
dicatat secara aktif, seperti_transkrip wawancara dan catatan lapangan. Bentuk-
bentuk data tersebut nasitinya bersumber dari :

a. Informan, adalah orang yang dapat membantu peneliti memberikan data
yang diperlukan, yaitu tentang pencntuan informan (sampel) pada tahap
awal dilakukan dengan mempertimbangkan latar, perilaku, peristiwa, dan
proses sesuai dengan kerangka dan perumusan masalah, kemudian dipilih
informan selanjutnya dengan teknik bergulir “snowball sampling”.
Informan yang dipilih juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan

pengalaman informan yang sesuai. Adapun informan yang dipilih adalah :
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- Dinas dan Instansi terkait (Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan).

- BULOG Sub Divisi Regional Sampit sebagai pelaksana dan pemegang
otoritas harga pembelian pemerintah (HPP).

- Penyuluh Pertanian (PP) yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut

- Pedagang Pengumpul

- Kelembagaan Petani (Kelompok tani, gabungan kelompok tani)

- Petani pemilik / penggarap, yang terdiri dari petani pendatang (etnis
bugis, jawa, banjar) dan petani asli (etnis{dayak}.

b. Peristiwa, sesuai dengan fokus pen€litianini, maka peristiwa yang
dimaksud (expost facto) menyangkut runtutan peristiwa dari masa ke
masa. Pemilihan peristiwalakari“ditentukan di lapangan sesuai dengan
pengaruh peristiwa setta relévansinya dengan fokus penelitian. Peristiwa
yang terjadi di tingkat petani, bahwa terjadi penumpukan hasil panen pada
musim panenaya, kurangnya tenaga kerja untuk proses panen, serta
rendahnya harga gabah, serta kesulitan petani dalam hal pemasaran gabah
dengan harga yang diinginkan.

c. Dokumen dan catatan lapangan. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan
untuk memperoleh data-data sekunder berupa catatan, arsip, notulen rapat,
monografi, bulletin, jurnal, artikel surat kabar, data statistic (kotim dalam
angka) serta data yang berkenaan dengan fokus penelitian, termasuk
catatan yang direkan / ditulis selama penelitian/observasi ke lapangan.

Data yang diambil atau digunakan sebagai pendukung adalah :
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- Luas Areal Tanam, khususnya di wilayah-wilayah potensial.

- Jumlah Produksi dan produktivitas padi di wilayah-wilayah tersebut,
serta total produksi padi selama 5 tahun terakhir.

- Harga beras di pasaran selama 5 tahun terakhir.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi mitra Usaha BULOG.

- Realisasi Pengadaan beras oleh BULOG sebagai pelaksana HPP
selama Tahun 2013 (bulan Januari — Oktober 2013).

- Rantai pemasaran beras / gabah mulai dari petani-sampai ke pasar /

konsumen.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitiafi~ini”“adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai
instrument utama dalam penelitian ini bukan berarti menghilangkan esensi
manusiawi dari peneliti/itu sendiri, tetapi kapasitas jiwa dan raganya dalam
mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksi merupakan alat penting. Karena
itu yang difiarapkan dalam posisi peneliti sebagai instrument adalah kemampuan
menelitinyd. Penelitian ini selain menggunakan instrument utama peneliti, juga
akan menggunakan instrument penunjang seperti pedoman wawancara dan alat

perckam yang digunakan agar informasi dapat ditangkap secara utuh.
F. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

berbagai cara, yaitu :
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3. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen yang dikumpulkan dari
berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, laporan-laporan
tahunan, evaluasi produksi, data harga komoditi beras, serta pendukung lain
yang memuat pendapat para ahli kebijakan terkait dengan penelitian, Data-
data tersebut dicopy langsung berupa hardcopy, serta ada juga yang dalam
bentuk softcopy dari file yang ada. Peneliti mendatangi langsung pihak yang
berkompeten dengan data tersebut setelah terlebih dahulu meminta ijin dari

pimpinan serta pihak yang berwenang.

G. Keabsahan Data
Keabsahan data dapat digunakan dalam empat kriteria yaitu : derajat
kepercayaan  (credibility), \ keteralihan (transferability),  kebergantungan
(dependability), kepastian (confirmability).
1. Derajat kepereayaan (credibility)

a. Melaksanakan sendiri sedemikian rupa schingga tingkat kepercayaan
penemuan dapat dicapai. Peneliti sendiri melakukan wawancara
langsung ke informan baik bertemu langsung maupun per telepon.
Peneliti membuat coretan atau catatan secara garis besar wawancara
serta merekam proses wawancara apabila pihak informan berkenan dan
setuju dengan proses tersebut.

b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan

jalan pembuktian penelitian pada kenyataan ganda yang diteliti. Peneliti
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melakukan wawancara dengan topik pembicaraan yang sama terhadap
beberapa informan, kemudian melakukan pengecekan silang antara
informan tersebut.
2. Keteralihan (transferability)
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut
seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris
tentang persamaan konteks. Dengan demikian peneliti-bertanggung jawab
untuk deskriptif secukupnya jika ingin dnembuat keputusan tentang
pengalihan tersebut.
3. Kebergantungan (dependeability)
Kebergantungan didalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Adapun
reliabilitas merupakari'syarat bagi validitas. Suatu penelitian yang reliable
adalah apabilacorang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut.
Dalam penelitian kualitatif menggunakan audit trail yaitu memeriksa dan
melaeak\suatu kebenaran.
4. Kepastian (confirmability)
Kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian kualitatif.
Kriteria dalam kepastian dapat dijabarkan dalam :
a. Auditor pembanding yang berusaha memastikan apakah hasil penelitan
tersebut benar-benar dari data.
b. Auditor berusaha membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan

itu ditarik dan berasal dari data.
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c. Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian apakah ada
deviasi.

d. Auditor berupaya menelaah kegiatan penclitian dalam melaksanakan
pemeriksaan mampu memenuhi kriteria diatas maka dapat dikatakan
bahwa hasil penelitian tersebut memenuhi kriteria kepastian.

Dalam rangka mengklarifikasi keabsahan dan kemutakhiran data untuk
menunjang keabsahan data maka peneliti membutuhkan narasumber sebagaimana
yang telah disebutkan, karena fungsi narasumber adalah’ sebagai pemberi
penjelasan dan klarifikasi atas peristiwa yang pernah dikefahui atau dialami sesuai
dengan perannya. Keabsahan data juga didukuiig dari dokumen-dokumen (data
sekunder) yang telah dikumpulkan baik berupa literature, karya ilmiah, jumnal,

maupun peraturan dan perundang-tndangzan yang berlaku.

H. Analisis Data
Analisis yang.digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles
dan Hubermeny(1992), analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif
yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :
1. Reduksi data
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya

dapat ditarik dan diverifikasi.
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2. Data display (penyajian data)
Penyajian data pada penelitian ini dalam bentuk table dan teks yang
bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang
bisa dipahami oleh orang lain.

3. Verification (menarik kesimpulan)
Akhir dalam proses analisis adalah membuat kesimpulan / verifikasi.
Kesimpulan yang disampaikan bersifat sementara, dan akan mengalami
perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Fetapi-apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsisten, maka kesimpulan “yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.

Bagan 3.1 Analisis Data Model Interaktif
Model Miles dan Huberman (1992)
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tefitang Implementasi
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Gabah dan Beras di

Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan sé¢bagai berikut:

1.  Pelaksanaan dan penetapan Harga Pémbelian Pemerintah (HPP) gabah dan
beras sudah berjalan, akan tetapi-masih belum optimal dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan. Isi kébijakan (content of policy) yang tertuang dalam
Intruksi Presiden Noffior 3 tahun 2012 sebagian besar sudah dilaksanakan,
akan tetapi miasih,ada yang belum bisa diterapkan secara penuh seperti

standar tintuk pembelian gabah masih dilaksanakan dibawah ketentuan.

2. Perar’dktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan HPP ini adalah
terdiri dari: peran BULOG sebagai implementator tunggal, Pemerintah
daerah melalui instansi terkait (DP3KP) sebagai fasilitator, serta partisipasi
masyarakat baik petani (pemanfaat keebijakan) maupun pedagang
pengumpul sebagai pelaku pemasaran yang mempunyai peran strategis

dalam penentuan harga gabah.
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3.  Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi HPP di
Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi : komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Sebagian besar hambatan terjadi akibat
lemahnya komunikasi, rendahnya sumber daya, sarana prasarana yang
kurang tepat guna, serta standar operasional prosedur yang masih rumit

untuk dilaksanakan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran atau

rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras perlu
ditinjau kembali terkait< besaran harga yang telah ditetapkan. Perlu
dikeluarkan Instrukéi~Bresiden (Inpres) tentang Kebijakan Perberasan
mengikuti petkembangan pasar, dengan menaikkan standar harga

disesuaikan dengan biaya produksi.

7. Pehentuan HPP gabah dan beras untuk kualitas tunggal yang sclama ini
diterapkan perlu dikaji kembali dan diarahkan pada penetapan harga dengan

multikualitas.

3. Sosialisasi tentang HPP gabah-beras perlu lebih intensif dilakukan secara
terfokus dan transparan oleh pihak implementor (BULOG) bersama-sama

dengan instansi terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dsb).
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4. Peningkatan Sumber daya manusia bagi pelaksana program harus

ditingkatkan baik jumlah maupun kompetensinya.

5. Penyediaan sarana prasarana penunjang perlu segera direalisasikan untuk
kelancaran program, baik alat pengujian kualitas, panen, pasca panen dan

pengolahan hasil padi.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi mitra BULOG perlu

disederhanakan agar dapat diterapkan di tingkat petani.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH /BERAS DAN PENYALURAN

BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tinglkat peridapatan
petani, stabilisasi harga beras, pengamanan CadangamBeras Pemerintah,
dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah
serta sebagai kelanjutan  Kebijakan Perberasan, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator-Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinafor Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. MenteriDalam Negeri;
4. Menfteri PErtanian;
5. ¢ Ménteri Perdagangan;
6. “Meénteri Kenangan;
7./ Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota;

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:
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PERTAMA . Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras
melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan
ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri
dengan kualitas kadar air maksimum 25% {dua
puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran
maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp.
3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di
petani, atau Rp. 3.350 {tiga ribu tigd ratus’lima
puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;

2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri
dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat
belas perseratus) darl skadar hampa/kotoran
maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150
(empat ribu seratds lima puluh rupiah) per kilogram
di penggilingan, ‘atau Rp. 4.200 (empat ribu dua
ratus rupiah) pér kilogram di gudang Perum BULOG;

dan

3 Margd Pembelian Beras dalam negeri dengan
%dalitas kadar air maksimum 14% {empat belas
perseratus), butir patah maksimum 20% (dua
puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua
perseratus) dan derajat sosoh minimum 95%
(sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600
(enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di
gudang Perum BULOG.

KEDUA : ....
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KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas
sebagaimana dimaksud dalam Dikium PERTAMA,
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras
oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT :  Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga

beras dalam negeri.

KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan-penyaluran
beras bersubsidi bagi kelompok ) fnasyarakat
berpendapatan rendah,;

2. Menetapkan kebijakan jengadaan dan penyaluran
Cadangan Beras /Pemerintah untuk menjaga
stabilitas harga-~beras,” menanggulangi keadaan
darurat, bencana./dan rawan pangan, bantuan
dan/atauskerjasama intermasional serta keperluan

lain yang\ditetapkan oleh Pemerintah; dan

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran
berds sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : / Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan
mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal
dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...
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KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar
negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan

konsumen;

2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada
angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras
dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan
memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras
Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas
harga dalam negeri;

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar
negeri dilakukan oleh Perum BULOG:

KEDELAPAN : Menteri Koordinator Bidang’ Perekohomian melakukan
koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden

ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan/ Insiruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan/dikeluarkannya Instruksi Presiden ini:

I'n/Instiuksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Perberasan; dan

2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang
Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi
Iklim Ekstrim;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi A§tuti
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Lampiran :  Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
Komoditi : Padi
No Kecamatan Luas Panen Produktivitas Produksi
(Ha) (kw/Ha) (Ton)
l Teluk Sampit 3,430 29.76 10,207
2 Mentaya Hilir Selatan 1,533 29.65 4,545
3 Pulau Hanaut 2,167 29.10 6,306
4 M.H.Utara 832 26.02 2,165
5 M.B Ketapang 546 29.18 1,593
6 Baamang 75 28.29 212
7 Seranau 939 23.12 2,171
8 Kota Besi 719 2631 1,892
9 Telawang 13 24.62 32
10 | Cempaga 517 24.83 284
11 Cempaga Hulu 584 23.56 1376
12 Parenggean 242 23.74 574
13 Mentaya Hulu 473 27.21 1,287
14 | Antang Kalang 1,351 25.32 3,421
15 | Bukit Santuai 230 21.87 503
Jumlah 13,651 27.52 37,570
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WAWANCARA
DENGAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PENYULUHAN DAN

KETAHANAN PANGAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bagaimana perkembangan usaha tani padi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur?

a. Luas hamparan sawah

Jawab : untuk luasan itu ada bu.... dilihat aja di laporan tahunan... di sekretariat
ada itu...

b. Kapasitas Produksi padi per tahun

Jawab : data produksi tiap tahun itu... ada di..... evaluasi produksi atau laporan
tahunan ada kita bikin.....

2. Bagaimana kondisi pemasaran gabah dan beras di wilayah Kabupaten Kotawaringin
Timur?

a. Stabil atau berfluktuasi

Jawab : Saat panen raya biasanya petani riiulai"Kebingungan menjual hasil panen.
Mereka melakukan komunikasi deéngan penyuluh setempat, lalu
disampaikan pada kami. Sebendrriya posisi kami dari dinas ini melakukan
pembinaan petani dalam hal peningkatan produksi, penanganan panen dan
pasca panen, pengenfasan, sampai pemasaran. Akan tetapi masalah
pemasaran memang. dari dalu sulit untuk dicari solusinya. Kami sudah
menggandeng BULG ) untuk berbicara di sana. (Oktober 2013)

b. Perkembangan harga beras'dan gabah, baik di tingkat petani dan tingkat pengecer /
konsumen (pasar).

Jawab : hafganya jauh berbeda bu.... tentu saja... kan petani tidak jual sendiri itu
hasil“panen ke pasar berasnya. Mereka lebih suka jual gabah daripada
beras... kalau data harga beras di pasar... adaa.... datanya dibikin di
informasi pasar.....

3. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak dinas, apabila menghadapi keluhan petani
tentang kesulitan pemasaran gabah / beras?

Jawab : Beberapa waktu yang lalu kami bersama-sama dengan BULOG melakukan
sosialisasi tentang pemasaran gabah dan beras di daerah Teluk Sampit.
Memang banyak keluhan petani tentang pemasaran beras ini..... terutama
saat panen raya. Mereka kesulitan menjual gabah atau beras karena
harganya tidak sesuai keinginan mereka. Makanya kami undang BULOG
untuk bicara disana.. (Oktober 2013)
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4. Program apa yang telah diluncurkan kepada masyarakat tani terkait dengan peningkatan
produksi padi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur?

Jawab . Kami melakukan pembinaan pasca panen ke lokasi sentra produksi padi dua
kali dalam setahun. Kami juga memberikan bantuan peralatan panen dan
pasca panen kepada petani. Kemarin kami membagikan terpal jemur untuk
sarana penjemuran padi. Untuk pemasaran gabah dan beras kami tidak bisa
terlalu ikut campur karena itu sudah hak petani sendiri mau menjual hasil
panen itu kemana.... (Oktober 2013)

5. Bagaimana peran dinas terkait dalam fungsinya sebagai fasilitator dalam kemitraan usaha
antara petani dengan pihak ketiga (BUMN/swasta)?

Jawab : Masalah pemasaran hasil panen padi memang sudah menjadi permasalahan
pokok di sektor hilir. Kami sering menerima keluhan dari petani tentang
kesulitan dan rendahnya harga pada saat panen raya. Kami sudah
melakukan upaya dalam bentuk fasilitasi pertemuan antara pihak BULOG
dengan petani padi di Desa lampuyang. Kebanyakan petani masih betum
paham benar dengan istilah harga pembelian pemerintah (HPP) ini.
Kelihatannya memang perlu sosialisasi yang “\lebih kontinyu agar
pemahaman masalah pemasaran oleh petani ‘menjadi semakin jelas.
(Oktober 2013)

Kewenangan untuk penyerapan hasil_panen padi itu ada pada BULOG.
Kami dari dinas melakukan koordinasi ‘dengan pihak BULOG apabila ada
permasalahan pemasaran di Japangan, terutama pada saat panen raya.
Biasanya terjadi penumpukan-iasil panen yang mengakibatkan penurunan
harga. Petani mulai resah 'dan-kesulitan dalam memasarkan hasil panen.
Mereka datang kepada’kami untuk mendapatkan solusi dari permasalahan
yang ada. (Oktober 2013)
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WAWANCARA
DENGAN KEPALA BADAN USAHA LOGISTIK (BULOG)

SUB DIVISI REGIONAL SAMPIT

1. Bagaimana peran BULOG dalam menyerap hasil panen padi di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur?

Jawab : Tugas kami membantu petani untuk pemasaran beras. Kami tidak
memaksa petani harus menjual beras kepada kami. Kalau memang di
pasaran bisa mendapatkan harga lebih tinggi silahkan dijual ke pasar.
Kalau memang pasar sudah tidak mampu menyerap hasil panen, kami
siap menampung. (Oktober 2013)

Kami telah melakukan penyerapan beras lokal berdasarkankan ketentuan
harga pembelian pemerintah (HPP). Kami tidak ldngsing membeli dari
petani, karena sebagian besar petani masih belum ada yang menjadi
mitra BULOG. Kami menurunkan satgas-satgas ke lapangan untuk
membeli beras sesuai dengan kriteria {ankefentuan yang berlaku.
{Oktober 2013)

Selama ini yang sudah berjalan” adalah” penyerapan beras oleh satgas
yang telah kami bentuk, kemudian kami turunkan ke lokasi sentra
produksi, kami periksa kyalitas beras sesuai dengan kriteria, apabila
memenuhi kriteria akan-kami’ambil dan langsung kami bayar. Kami
memang tidak langsufig nfengambil dari petani, biasanya petani menjual
ke pengumpul, dan pengumpul inilah yang mengolah gabah menjadi
beras. Setelah jadi-beras, maka pengumpul ini menjual kepada satgas-
satgas yang kami tuminkan ke lokasi. (Oktober 2013)

Hal (seriada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik,

berikut petikan wawancaranya :

Pihak BULOG Subdivre Sampit sesuai dengan petunjuk teknis yang ada
hanya menyerap produk berupa beras, bukan gabah. Itulah mengapa
kami tidak menerima penjualan gabah dari petani. Padahal umumnya
petani di sini lebih suka menjual gabah daripada beras, karena alasan
keterbatasan waktu dan tenaga kerja. Sehingga yang berperan langsung
disini adalah pedagang pengumpul dan usaha penggilingan padi. Kami
mengambil beras dari mereka, tentunya sesuai dengan kriteria yang ada
di SOP atau pedoman pengadaan ..... (Oktober 2013)

2. Bagaimana ketersediaan pangan pokok (beras) di wilayah Kabupaten Kotawaringin
Timur?
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Jawab : untuk beras di Sampit ini masih aman bu....

3. Berapa kapasitas stok beras yang ada di gudang BULOG Tahun ini, dan berasal dari
daerah mana?

Jawab : bermacam macam bu..... ada yang lokal, ada juga dari kabupaten
katingan

Saat panen raya kami biasanya menurunkan satgas-satgas ke daerah
sentra-sentra produksi, dengan tujuan untuk membantu petani dalam
pemasaran beras. Mereka kesulitan memasarkan beras ke pasar dalam
jumlah besar, kemampuan pasar disini tidak mampu menyerap hasil
panen lokal keseluruhan, karena adanya beras daerah lain juga masuk
kesitu. Kami menyerap beras lokal sesuai dengan harga pembelian
pemerintah (HPP) dan berdasarkan kriteria yang berlaku. (Oktober 2013)

4. Apakah produksi padi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup, urituk memenuhi
kebutuhan / stok beras di Gudang BULOG Divisi Sampit?

Jawab . Masih belum bu.... dilihat dari target itu empat ribu ton, realisasi sampai
bulan Oktober ini sekitar tiga ribu enam/ratus an.... ton.... sisanya kami
datangkan dari Surabaya untuk mobnss ifu’...

5. Bagaimana penerapan HPP dalam penyerapan hasil panen masyarakat petani di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur?

Jawab : Saat panen raya kdmi biasanya menurunkan satgas-satgas ke daerah
sentra-sentra produksi, dengan tujuan untuk membantu petani dalam
pemasaran beras. Mereka kesulitan memasarkan beras ke pasar dalam
jumlah besar,/kemampuan pasar disini tidak mampu menyerap hasil
panen Jekal keseluruhan, karena adanya beras daerah lain juga masuk
kesitu. Kami menyerap beras lokal sesuai dengan harga pembelian
pemerintah (HPP) dan berdasarkan kriteria yang berlaku. (Oktober 2013)

Pihak BULOG Subdivre Sampit sesuai dengan petunjuk teknis yang ada
hanya menyerap produk berupa beras, bukan gabah. Itulah mengapa
kami tidak menerima penjualan gabah dari petani. Padahal umumnya
petani di sini lebih suka menjual gabah daripada beras, karena alasan
keterbatasan waktu dan tenaga kerja. Sehingga yang berperan langsung
disini adalah pedagang pengumpul dan usaha penggilingan padi. Kami
mengambil beras dari mereka, tentunya sesuai dengan kriteria yang ada
di SOP atau pedoman pengadaan .... (Oktober 2013)

6. Bagaimana proses (langkah-langkah) yang harus ditempuh untuk membentuk kemitraan
antara petani dan pihak BULOG dalam pemasaran gabah / beras?
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Jawab . Pengadaan beras yang kami lakukan berdasarkan SOP yang ada. Kami
tidak bisa buat itu kebijakan lain.... Ketentuannya sudah ada,
prosedurnya sudah ada, jadi kami tidak bikin yang lain. Semuanya dari
pusat, kami tinggal melaksanakan saja. (Oktober 2013)

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Kasi Pelayanan Publik BULOG Subdivre
Sampit, berikut petikan wawancaranya :

Prosedur pengadaan beras ini sesuai ketentuan. Kami tidak bikin sendiri
aturan itu.... semua dari pusat (BULOG-red). Jadi kalau ada beras petani
yang kami tolak, itu karena kualitasnya yang kurang.... kami tidak
pandang itu kawan atau bukan. Kalau kualitasnya nggak cocok... ya
sudah... terpaksa kami tolak. (Oktober 2013)

7. Kendala-kendala apa yang muncul dalam penerapan HPP gabah dan beras yang
dihasilkan oleh petani di wilayah ini?

Jawab : Kami sudah memberikan pengertian kepada petani bahwa kami siap
menerima beras dari hasil panen petani lokal, asalkan kualitasnya sesuai
dengan kriteria kami, yang meliputi : desajat.5osoh 95%, kadar air
maksimal 14%, broken 20%, dsb. Kaldu béras yang dijual tidak
memenubhi kriteria tersebut dengan terpaksa-kami tolak. (Oktober 2013)

Pernyataan tersebut didukung.oleh/anggota satgas yang juga sebagai
petugas pemeriksa kualitas (PPK), berikut petikannya:

Kami sebenarnya sudah sampaikan ke petani masalah kualitas beras, tapi
kelihatannya masihvada petani yang nekat mengantar beras ke gudang
padahal kualitasnya) tidak sesuai, ya dengan terpaksa kami kembalikan.
Karena kaldu Karfii terima, resikonya beras tersebut tidak tahan simpan
atau cepat rusak(Oktober 2013)

Kemarin béras milik si “A” kami tolak.... berat bu... kualitasnya jelek....
parah‘bu... mungkin padinya terendam waktu hujan kemarin.. jadinya ya
berasnya merah...banyak patah... terpaksa kami tolak.. (Oktober 2013)

Ada beberapa alat untuk pemeriksaan kualitas beras, tapi peralatan disini
masih manual, belum ada yang otomastis seperti di Jawa atau daerah
lain. Alat-alat yang kami gunakan diantaranya:

1) Timbangan kecil, untuk menimbang sampel / contoh yang akan
diperiksa.

2) Pengukur kadar air, fungsinya untuk mengetahui kadar air
beras. Sampel beras diambil dan dimasukkan pada alat ini.
Kemudian dapat dilihat berapa kadar aimya. Batas maksimum
kadar air adalah 14 %. Kalau lebih-lebih dikit ya nggak apa-
apa, asalkan tidak sampai 14,5 - 15 %.

3) Ayakan menir, fungsinya untuk mengetahui berapa persen
kandungan menir pada beras. Beras kami ambil sebanyak 200
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gram, diayak dengan alat ini, hasil menirnya ditimbang.
Apabila kurang atau sampai pada 2 % (4 gram) maka dapat
kami terima.

4) Pemisah butir patah, fungsinya untuk mengetahui berapa persen
butir patah (broken). Beras yang sudah diayak tadi dimasukkan
alat ini, kemudian butir patah ditimbang. Batas maksimal
sebanyak 40 gram (20 %).

Peralatan — peralatan ini mutlak diperlukan untuk pemeriksaan beras.
Tapi karena alat ini sulit untiuk dibawa, maka kalau ke lokasi kami
hanya membawa alat kadar air saja. Untuk yang lainnya kami pakai
perkiraan saja. (Oktober 2013)

Petani banyak yang mau beli dan pesan alat kadar air sama kami.... biar
bisa ngukur sendiri kadar air katanya.... tapi kami kan tidak bisa
memfasilitasi mereka.... mungkin kalau dari dinas terkait malah bisa
untuk memberi bantuan sama mereka... (Oktober 2013)

8. Bagaimana peran dinas terkait (Dinas Pertanian) dalam menjembatani pola kemitraan
dengan petani di wilayah ini?

Jawab : Kami bersama-sama dengan Dinas, Pertanian Sudah melakukan
sosialisasi tentang pemasaran dah, _penyerapan hasil panen padi,
khususnya di Kecamatan Teluk Sampit yang merupakan wilayah
sentra produksi padi di Kébupaten Kotawaringin Timur. Petani
memang masih banyak yang kutang paham dengan penetapan harga
pemerintah ini, sehingga~mereka masih banyak yang ragu untuk
menjual hasil panen|ke-BULOG. Memang kalau dari segi harga
kelihatannya lebiti,rendah dari pasar, tapi kami mau menampung
berapapun hasil panen petani asal sesuai dengan kriteria kualitas yang
telah ditetapkan. (Oktober 2013)

Senada defigans pernyataan kasi Pelayanan Publik BULOG Subdivre

Sampit, “berikut pernyataannya:

Kami sudah dua kali melakukan koordinasi masalah pemasaran gabah
dan beras bersama-sama dengan pihak Dinas Pertanian ke Desa
lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Memang agak sulit memberi
pengertian tentang kerjasama kemitraan antara pihak BULOG dan
petani. Kami akan terus berupaya melakukan pendekatan kepada
petani di lapangan agar permasalahan pemasaran gabah.beras ini
dapat segera diatasi. Kemarin saya juga singgah di tempat usaha
penggilingan di Desa Parebok untuk membicarakan penyerapan hasil
panen dan mengajak bergabung untuk menjadi mitra BULOG dan
kelihatannya mulai dipertimbangkan.(Oktober 2013)
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9. Apa harapan yang diinginkan oleh pihak BULOG selaku pemegang otoritas HPP gabah /
beras dimasa yang akan datang dalam penyerapan hasil panen padi di wilayah ini?

Jawab : Kami sebenamnya ingin menolong petani dari kejatuhan harga pada saat
produksi tinggi di lapangan, akan tetapi kadang kami terganjal masalah
kualitas beras yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria yang ada
dalam SOP kami. Dengan terpaksa beras milik petani tersebut tidak bisa
kami terima. Pengetahuan petani tentang kualitas ini sangat minim. Hal
ini dikarenakan minimnya peralatan / sarana dan prasarana yang dimiliki
(tersedia di lokasi). Demikian juga dengan pedagang pengumpul, banyak
dari mereka yang mengalami kerugian akibat membeli gabah dengan
kualitas yang jelek, sehingga menghasilkan beras dengan kualitas yang
rendah. (Oktober 2013)
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WAWANCARA
PEDAGANG / PENGUMPUL GABAH / BERAS

DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bagaimana kondisi hasil panen padi tahun ini, dikaitkan dengan kualitas yang diinginkan
pembeli?

Jawab : banyak bu ai...... tapi pas hujan neh... banyak yang terendam. --- X

Kondisi panen tahun ini cukup baik, kualitas gabahnya agak kurang
karena keterbatasan alat perontok padi yang sangat minim. (oktober
2013)—--Y

2. Berapa harga gabah atau beras di tingkat petani?

Jawab . Kami beli gabah basah atau yang kering dari petani, lalukami giling dan
kami jual ke BULOG. Harganya kami tentukan\sesuai keadaaan gabah
dan musim. Kami tidak mengukur kadar-airkareéna tidak punya alat
ukur. Kami menilainya berdasarkan perkifaan saja. Untuk musim ini
gabah kering kami beli dengan harga Rp:3.600,- (Tiga Ribu Enam ratus
Rupiah) per kilogram. (Oktober 2043)=--- X

Ya... berkisar tiga ribu lima ratus samipai tiga ribu enam ratus-----Y

3. Apakah harga gabah / beras disesuaikan dpngan kualitas hasil panen, atau diambil rata-
rata (sama untuk setiap panen)?

Jawab :  Gabah yang saya beli’ bermacam-macam harganya, tergantung musim.
Kalau musifn panen besar (panen raya, red), harga gabah yang kering
berkisarfiga riby enam ratus. Tetapi kalau musim kering (paceklik, red)
kami bisa miembeli sampai harga empat ribu dua ratus, karena gabah
sulit didapat sedangkan kami banyak pesanan (permintaan tinggi,red).
Bahkankami mencari gabah sampai ke Pagatan (Kabupaten Katingan).
UntuK yang harga empat ribu dua ratus..... memang keuntungan tipis
kalau dijual dengan harga beras enam ribu lima ratus. Kami ada
keuntungan dengan menjual dedak saja dengan harga dua ribu lima
ratus. {(Oktober 2013)---- X

Ya... disesuaikan bila gabahnya bagus harganya berkisar tiga ribu lima

ratus sampai tiga ribu enam ratus... jika kurang bagus dibawah tiga ribu
lima ratus... Y

4. Apakah harga tersebut termasuk harga ideal / yang diinginkan / diharapkan oleh petani?

Jawab : jauh bu ai..... X
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Belum ideal, karena tidak sesuai dengan harapan petani.....——-Y

5. Kendala — kendala apa yang dihadapi oleh pengumpul / pedagang selama ini berkaitan
dengan pemasaran hasil padi?

Jawab + Musim panen kemarin banyak gabah jelek yang terlanjur terbeli. Saya
tidak tahu, karena kelihatannya kering sama dengan gabah yang saya
beti dari daerah lain. Saya tidak punya alat untuk mengukur kadar air,
jadi ini pakai perkiraan saja. Ternyata gabah yang saya beli banyak yang
rusak setelah digiling. Akibatnya berasnya ditolak BULOG. (Oktober
2013)--— X

Kualitas padinya ada yang bagus dan ada yang jelek------ Y

6. Bagaimana alur pemasaran gabah dan beras di wilayah ini (dijual di wilayah sampit / di
luar sampit)?

Jawab : Saya terima gabah dari petani atau pengumpul di sekitar sini, kemudian
kami olah di penggilingan. Setelah jadi beras, kami menjualnya ke
BULOG melalui satgas-satgas yang datang Ke sirii, Kami mengantamya
ke gudang BULOG di Sampit. Selain BULOG kami juga menjual beras
ke Banjarmasin. Biasanya pedagangnya. yang mengambil ke sini.
(Oktober 2013)-------- X

Pemasarannya bisa dijual di-Sampit, pasar-pasar lokal ataupun dengan
pengumpul yang datang ke penggilingan pagi------- Y

7. Bagaimana menurut bapak/ibu tenfang harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah
dilaksanakan oleh BULOG?

Jawab : harganya enam fibu lima ratus bu....ai... ya kalo dibilang cocok ya belum
cocok buwé-—>+ X

Harga diBULOG enam ribu lima ratus.... ya itu pengumpul merugi
karena harganya tidak ideal.------ Y

8. Apakah ada tawaran kemitraan dari pihak BULOG atau pihak lain terkait dengan
kerjasama pemasaran gabah / beras?

Jawab : ada bu... tapi yaaaa.... belum sempat-—- X

Saya sudah lama kerjasama dengan SATGAS, beras yang saya giling ini
dikirim ke gudang, lalu diperiksa. Kalau cocok, langsung dibayar, nggak
lama..... kan bisa untuk modal lagi. Lain kalau sama tengkulak kan
masih nunggu beberapa hari dan nggak pasti.... (Oktober 2013)

Ada bu....-——=-Y
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WAWANCARA

PETANI DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bagaimana produksi padi / hasil panen tahun ini (2013)?

Jawab : Produksi padi meningkat dari empat ton per hektar (2012) jadi lima ton
per hektar (2013)------ X

Kami repot kalau panen... harus nunggu orang yang mau panen....
kadang kami harus antri... itupun kami datangkan dari Samuda...
seberang.... pokoknya yang ada orang lah.. ongkosnya juga mahal. Satu
orang lima puluh ribu ditambah satu bungkus rokok... (Oktober 2013)

Bagus bu produksinya-— Y

Tapi Wah... kami kemaren rugi bu ai... padi_kami terendam.. olehnya
kena banjir. Kami kada sempat panen @wakiu belum hujan... olehnya
masih nunggu orang kerja di tempat laifi.

Kami banyak merugi tahun ini karéna‘banyak padi yang rusak karena
kami terlambat panen. Kami hdru¢ mienunggu antrian panen dengan
petani lain, apalagi ini musim ‘hujan, banyak padi yang terendam.
Memang tenaga panen disini terbatas, kami perlu alat panen yang bisa
digunakan di sawah kami dalam waktu yang cepat dan tidak banyak
memerlukan tenaga/ Padi “disini banyak yang rusak karena tidak
langsung dirontok, waktunya tidak cukup untuk langsung merontok.
Sawah yang mad panien’banyak dan waktunya bersamaan. Kami rata-rata
punya lahan 5Ha/KK. (Oktober 2013)

2. Bagaimana cara pemasaran dan alur pemasaran hasil padi di tingkat petani (beras atau
gabah)?

Jawab : ‘Blasanya petani menjual gabah ke penggilingan padi terdekat----— X

Saya biasanya jual gabah ke pabrik (usaha penggilingan,red) setelah
habis panen. Saya nggak ada waktu untuk menjemur dan menggiling jadi
beras. Terlalu lama untuk dapat duit (hasil, red), sedangkan upah buruh
panen perlu segera dibayar. Kami jual sesuai harga di pabrik saja
(terserah pengumpul). (Oktober 2013)

Saya jual gabah bu.... —--Y
Pada saat habis panen, kami biasanya langsung menjual gabah kepada

pedagang pengumpul yang ada. Mereka yang menggiling gabah menjadi
beras, lalu mereka jual ke BULOG. Kami memang tidak langsung
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menjual ke BULOG, karena BULOG tidak menerima gabah melainkan
beras. Sedangkan kami lebih enak menjual gabah saja agar cepat
mendapatkan hasil, dan kami dapat mengolah tanah untuk persiapan
tanam berikutnya. Kalau harus mengolah menjadi beras perlu waktu
panjang, menjemur dan menggiling, sedangkan tenaga kerja kami
terbatas. (Oktober 2013)

3. Berapa harga gabah / beras di tingkat petani, dan siapa pihak yang membeli hasil panen
tersebut?

Jawab : saat panen tahun ini harga gabah kering giling tiga ribu enam ratus,
harga beras enam ribu lima ratus---—- X

Kami memang langsung menjual hasil panen berupa gabah ke
pengumpul, dengan harga pasaran saat itu. Kalau musim panen seperti
ini gabah kami dibeli dengan harga tiga ribu enam ratus di tempat kami.
Kalau dihitung-hitung ya untungnya mepet. Cukup untuk biaya hidup
dengan ongkos menanam, pupuk, obat, sama ongkos pafien. Kami tidak
tahu pasti harga pemerintah untuk gabah ini. Pernah.dulu’ada pertemuan
dengan BULOG dan Dinas, tapi hanya sekilas saja yang disampaikan.
(Oktober 2013)

Harga yang ada di swasta tiga ribu delapafiratus ----—- Y

4. Apakah harga tersebut termasuk harga ideal / yang\diinginkan / diharapkan oleh petani?

Jawab : belum sesuai yang diinginkan-dan diharapkan petani ----- X

Belum karena semuaskebutuhan petani masih terlalu tinggi harganya
dibandingkan harga gabah.------ Y

5. Apa keinginan / harapan petani kaitannya dengan pemasaran gabah / beras?

Jawab : harapan| petanii, BULOG bisa beli gabah dengan harga standar
penieriniteh; yaitu empat ribu dua ratus----- X

Harapan petani supaya ke depannya lebih baik dari sekarang. Disamping
itu.... Kami ini perlu alat yang bisa panen..... tapi yang nggak perlu
tenaga banyak lah.... biar bisa bantu-bantu kami panen... masalahnya alat
yang ada.... masih perlu orang untuk menjalankan..... (operator, red)....
ada semalam orang cina praktek alat panen... tapi besaaarrr.... amblas di
lumpur... (Oktober 2013)-—----Y

6. Apakah bapak / ibu tahu tentang adanya pembelian hasil penen oleh pemerintah melalui
BULOG, dan berapa harga yang ditetapkan ?

Jawab : petani tahu pemerintah membeli gabah lewat BULOG, harga beras enam
ribu enam ratus—- X
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Belum tahu ~----- Y

7. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah
ditetapkan ?

Jawab . kalau harga gabah yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai yaitu empat
ribu dua ratus, namun untuk harga beras masih belum, seharusnya harga
beras tujuh ribu... bukan enam ribu enam ratus----— X

Belum tahu berapa HPP pemerintah ------ Y

8. Apakah ada tawaran kemitraan dari pihak BULOG atau pihak lain terkait dengan
kerjasama pemasaran gabah / beras?

Jawab . tawaran dari BULOG ada untuk bermitra, namun perlu ditingkatkan
kualitasnya------- X

Belum ada ——-Y
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bisa kontrak dengan BULOG. Jika sebaliknya petani bisa jual ke pasar.--
--X

Harga gabah standart empat ribu sementara harga beras berkisar enam
ribu lima ratus-----Y

7. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah
ditetapkan ?

Jawab . kalau harga gabah yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai empat ribu
dua ratus, namun harga beras yang ditetapkan pemerintah belum sesuai
karena masih enam ribu enam ratus, seharusnya jika gabah empat ribu
dua ratus, maka harga beras harus tujuh ribu, baru seimbang---- X

Kalau kami membeli gabah dengan harga Rp. 4.000,-’kg, tidak ada
keuntungannya. Setelah saya perhitungkan dengan rendemen dan biaya-
biaya lain dapat saya hitung :

1) Gabah 1 kg (rendemen 0,65% = 0,65 kg beras)

2) Harga BULOG Rp. 6.500,- x 0,65 = Rp. 4.425

3) Ongkos giling = Rp. 250,- + ongkos angkut=Rp.80,- + sak=Rp. 20,- jadi
total ongkos = Rp. 350,-

4) Harga bersih = Rp. 4.425,- Rp. 350,- # Ky, 3.875,-

Dengan perhitungan seperti itu”kami jelas rugi, sehingga kami mampu
membeli beras petani seharga Rp. 3,600,-/kg saja. Sebenarnya kalau harga
gabah Rp. 4.200/kg, maka harga beras ya harus lebih tinggi dari itu,
misalnya Rp. 7.000,-.(@ktober 2013)

8. Apakah ada tawaran kemitraari dari pihak BULOG atau pihak lain terkait dengan
kerjasama pemasaran gabah /eras?

Jawab : dari BUL®@G ada tawaran dan dari PT Pertani juga ada--—- X

Kami jarang bisa ketemu dengan pihak BULOG dan Dinas untuk urusan
peimasaran beras ini. Tahun ini 2 kali kami diundang untuk pertemuan di
Lampuyang. Tapi kami masih belum paham benar dengan kepastian
harga pemerintah yang dikatakan HPP itu. Harga yang kami tahu untuk
beras Rp. 6.500,-/kg dipotong untuk sablon sehingga jatuhnya harga
beras Rp. 6.480,-/kg. Kami antar sampai gudang BULOG. Kami tidak
tahu kalau ada harga pemerintah untuk gabah. (Oktober 2013)

Ada tawaran bu-—--- Y

Kami senang menjual beras ke BULOG karena pembayarannya
terjamin... tidak menunggu lama, kalau diterima langsung dibayar, jadi
kami enak... lancar urusan uangnya. (Oktober 2013)
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Kami membeli gabah dari petani-petani di desa ini dan desa-desa
tetangga, kemudian kami giling disini untuk diproses menjadi beras.
Setelah itu kami jual melalui satgas-satgas yang datang. Kami memang
masih belum jadi mitra BULOG, karena prosedurnya lumayan panjang
dan banyak syarat-syaratnya. Tapi untuk ke depan kami akan mencoba
untuk melengkapi persyaratan menjadi mitra BULOG. (Oktober 2013)
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WAWANCARA
PENYULUH PERTANIAN

DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Dimanakah lokasi wilayah desa binaan saudara?

Jawab : di BPP ujung pandaran.... teluk sampit bu..., ada sekitar enam desa yang
dibina... ujung pandaran, lampuyang, kuin permai, rege lestari,
basawang, parebok.------- X

Saya di lampuyang tertera di SK, tapi prakteknya ya... kita kerjasama
bu... kurang penyuluhnya disini...---- Y

2. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di wilayah desa binaan?

Jawab : kalau yang seluruhnya tujuh puluh enam, tapi macam-imacam komoditi.
Ada gula merah, perkebunan kelapa dalam, penangkapan ikan dan yang
banyak petani padi sawah...--—-X

Kelompok tani yang kami bina banyak b disini.... ada sekitar tiga puluh
lima... sebagian besar kelompok ‘petani padi. Biasanya mercka ada
ketemu sebulan sekali lah..... pertemuan rutin... biasanya ada arisan
juga... Kalau ketemu yang Kadayresmi yaaa... sering...(Oktober 2013)---Y

3. Apakah semua kelompok tani tersebut@ktif dalam kegiatan usaha tani padi?
Jawab : ada sepuluh kelompok yang aktif bu..... X
Sebagian besar kelompok tani aktif di tanaman padi bu... -—--Y

4. Program-program apa yang'elah dilaksanakan oleh dinas instansi terkait pada kelompok
tani binaan anda?

Jawab : ‘ada SLPTT, SLPHT, PUAP, LM3, penangkar benih...—-X

Bantuan peralatan dari dinas sebetulnya sudah banyak, Cuma masih saja
perlu tenaga yang banyak untuk operatornya. Disini tenaga kerja minim
bu.... mereka sudah mulai perlu alat yang semi otomatis... tapi yang
kecil-kecilan saja.... (Oktober 2013)

Di tempat kami kemarin dapat kegiatan SLPTT, SLPHT, penangkar
benih juga ada —---Y

5. Apakah program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang
diinginkan?
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Jawab : Ya.... schagian besar....-—-----X
Alhamdulillah bu......produksi meningkat.-—--s-==---Y

6. Apakah ada program yang terkait dengan pembinaan dalam bidang pemasaran dari dinas
instansi terkait?

Jawab . belum ada bu... makanya kalau panen banyak repot..-—---X
Belum ada di tempat kami...-—---------Y
7. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah
ditetapkan ?
Jawab : Masalah harga pemerintah (HPP)..... itu tidak sesuai antara yang ada

pada peraturan (Inpres No.3/2012) dengan yang ada di lapangan, petani
tidak langsung menjual gabah ke BULOG.Untuk gabah kering (GKG)
dihargai tiga ribu enam ratus rupiah di pedagang pengumpul. Padahal
untuk ketetapan pemerintah Rp. Empat ribu (dua ratus rupiah di
penggilingan. Petani banyak tidak tahu masalah harga ini..... pastinya
berapa.... mereka tidak tahu.... Harga terserah pedagang saja. (Oktober

Petani ini tidak tahu bu.... apa itu" HFP, vang tahu harga pemerintah.
Itupun dianggap jadi harga tertiriggi vAtuk pembelian gabah atau beras.
Makanya harga di petani lebih renidah’dari HPP. (Oktober 2013)

Petani disini kebanyakan.menijang tidak tahu masalah harga pemerintah
untuk gabah dan Meras’ mi. Mereka menjual gabah ke pedagang
pengumpul dengan harga sesuai pasaran waktu itu. Kebanyakan dibeli
dengan harga tiga.ribu €nam ratus di lokasi. Kalau melihat perbedaannya
dengan hargd pemerintah ya cukup jauh bedanya. (Oktober 2013)---Y

Petaniy digint bu... lebih suka menjual gabah daripada beras. Mereka
nggak \mau repot menggiling... mengolah jadi beras. Disamping
waktunya lama, mereka pingin cepet dapat duit. (Oktober 2013)

8. Apakah telah terbentuk kerjasama atau kemitraan antara kelompok tani dengan BULOG
terkait pemasaran gabah dan beras?

Jawab : Pemasaran hasil panen di sini, yang banyak berperan pedagang
pengumpul yang biasanya punya usaha penggilingan sendiri.... Petani
menjual gabah kepada pedagang pengumpul ini, lalu setelah jadi beras
pedagang pengumpul ini menjual ke .... BULOG. (Oktober 2013}
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tersebut habis masa berlakunya. Dokumen yang habis masa berlaku
sebelum tanggal 1 (satu) Januari dinyatakan gugur.

3) Dalam rangka pembinaan, bagi calon mitra kerja yang belum memiliki
kelengkapan administrasi, dapat diikutsertakan proses seleksi sebagai
mitra kerja dengan syarat sanggup melengkapi persyaratan administrasi
tersebut di atas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
dinyatakan lolos seleksi, dengan membuat surat pernyataan kesanggupan
yang ditujukan kepada kadivre/Kasubdivre.

4) Mitra kerja hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) nama perusahaan
dalam 1 (satu) wilayah Divre operasional atau Subdivre,

5) Mitra kerja dapat mengajukan sebagai mitra Kefja di wilayah Divre
operasional atau Subdivre lain (secard nasional) dengan syarat memiliki
sarana penggilingan, pengolahan darl apersyaratan teknis lainnya di
wilayah Subdivre tersebut.

6) Dalam rangka pemupidkan stock pangan, Divre pelaksana pengadaan dapat
menerima mitra( kerja' yang telah ditetapkan di Divre lain sebagai mitra
kerja pengadaan walaupun mitra kerja bersangkutan tidak memiliki sarana
penggilingan di wilayah kerjanya.

7)« Persyaratan Teknis, meliputi :
a2) Memiliki dan /atau menguasai secara sah sarana dan prasarana

pengeringan gabah, sekurang-kurangnya yaitu:
» Lantai jemur;
» Dan/atau sarana pengeringan lainnya.
b) Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana alat

pengolahan padi, sekurang-kurangnya yaitu :
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» Mesin pemecah kulit

» Mesin pemisah gabah dan beras pecah kulit

» Mesin penyosoh

» Alat pemisah beras atau ayakan.

» Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana
pengeringan dan pengupasan kedele, pemipilan jagung dan alat
pembersih.

a. Persyaratan Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Khusus kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) diberlakukan
persyaratan sebagai berikut :

1) Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaany ditujukan kepada Kadivre /
Kasubdivre.

2) Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian” dan/atau pemerintah Propinsi /
Kabupaten / Kota setempat.

3) Daftar nama dan alamat.dnggota sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
melampirkan fotocdpy-KTP.

4) Keterangan lgkasi dan luas lahan yang dikuasai.

Gapoktan'yang telah memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan dapat
diikutkan dalam pengadaan gabah, beras, kedele dan jagung. Sedangkan gapoktan
yang belum memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan diikutkan dalam
pengadaan gabah. Hal-hal lainnya menyangkut persyaratan administrasi bagi

gapoktan disesuaikan dengan persyaratan administrasi mitra kerja.
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